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PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188II64IK/41 1.10i .O3I2OO7 TENTANG PENLINJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGLINGJAWABAN (SPJ),
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHLIN ANGGARAN 2008.

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

: bahwa sehubungan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
Surat Perintah Membayar (sPM) dan Surat Pertanggung Jawaban (sPJ)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk
Tahun Anggaran 2008 menjalani cuti besar dalam rangka Ibadah Haji, maka
perlu mengubah yang Kesepuluh Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
r88ll64lw41 1.101 .0312007 tentang Penunjukan dan penetapan pejabat yang
diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (spM),
Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara pengeluaran dan
Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (sKpD) di
Pemerintah Kabupaten Nganjuk rahun Anggaran 2008, yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara 
;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Badan LayananUmum ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor i5 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 18811641W411.101 .0312001 tentang

Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat

Pertanggungjawaban (sPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah

Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah yang

kesembilan kalinya dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :

r88l r53 lK/41 1. 1 01 .03/2008.

Surat ijin cuti besar Saudara Drs. Imam Hanafi IV/c, NIP. 380 014 308

Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan

Sosia1DaerahKabupatenNganjuktanggal22oktober2008Nomor

85216261411.40312008 mulai tanggal 10 Nopember 2008 sampai dengan

24 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Mengubah yang Kesepuluh Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :

I8811641K1411.101 .0312007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang

diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM),

Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya

sebagai berikut:

Halaman 4 (empat) Nomor urut 11 (sebelas) Kolom 3 (tiga) semula tertulis
Drs. Imam Hanafi IYlc, NIP. 380 014 308 diubah dan diganti
Dra. Suparni, MM, IV/b, NIP. 510 091 520.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor

18811641W411.101 .0312007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang

diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)"

Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, beserta perubahannya

masih tetap berlaku kecuali -vang diubah dengan Keputusan ini.

KEDUA
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KETIaA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 2008.

Ditetapkandi : NGANJUK
Padatanggal : 3 - 12 - 2008
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